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PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Meningkatnya isu pemekaran di Indonesia tentu tidak lepas dari tuntutan
reformasi yang.-perlu penataqry: kembali -'sistem__kf;t_ia_tan_egaraan, setelah kurang
lebih 32 tahun yang berada dibawah tatanan sentralisasi. Terlepas dari itu, ide
akan berkembangnya desentralisasi di Indonesia semakin muncul di permukaan.
Pada tahun 1999 adalah awal pemerintah melakukan pemekaran daerah.
Pemekaran daerah yang telah terjadi di Indonesia semenjak era reformasi,
jumlahnya sudah menunjukkan angka yang cukup signifikan. Hal ini dapat dilihat
dengan bertambahnya jumlah provinsi di Indonesia. Tentunya jumlah
Kabupaten/Kota juga telah bertambah pada masing-masing provinsi.'

Menurut Effendy yang dikutip dalam Suryanto menyatakan pemekaran
daerah dilakukan pada beberapa; daerah dimaksudkan agar. terjadi peningkatan
kemampuan pemerintah daerah, berupa semakin pendeknya rentang kendali
pemerintah sehingga meningkatkan efektivitas penyelenggaraan pemerintah dan

pengelolaan pembangunan. Berdasarkan pemahaman dan alasan pemekaran

! Konsep pemekaran ini berangkat dari undang-undang Nomor 22 tahun 1999, dan di dalam
undang-undang ini mengatur tentang adanya otonomi yang luas bagi daerah yaitu dengan jalan
penggabungan beberapa daerah menjadi satu atau pemisahan suatu daerah dari daerah induknya
(pemekaran daerah). Menyikapi Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 ini pemerintah juga
mengeluarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 129 tahun 2000 yang mengatur tentang
mekanisme penggabungan beberapa daerah menjadi satu dan pemisahan suatu daerah dari daerah
induknya (pemekaran daerah). (Rujuk. Khairul Fahmi Lubis. 2007. Penyusunan Agenda Isu
Pemekaran Isu Daerah Kabupaten Labuhanbatu. Thesis. Universitas Sumatera Utara.)



tersebut pada hakikatnya tujuan pemekaran tidak lain adalah meningkatkan
kesejahteraan masyarakat.”

Gagasan pemekaran wilayah dan pembentukan Daerah Otonom Baru tentu
memiliki dasar hukum yang cukup kuat. Secara yuridis landasan yang memuat
persoalan pembentukan daerah terdapat dalam pasal 18 UUD 1945 yang pada
intinya menjelaskan bahwa membagi daerah Indonesia atas daerah besar
(provinsi) dan daerah provinsi aka_n dibagi dalam daerah yang lebih kecil.
Otonomi daerah dapat d1art1kan ;:éi;agai .Ihak.,. \.x‘/:.e..\:.x/jeharig, dan kewajiban yang
mengatur dan mengurus pemerintahan serta kepentingan masyarakat untuk
meningkatkan daya guna dan hasil guna dalam segala aspek terhadap masyarakat
dan pelaksanaan pembangunan sesuai dengan peraturan perundang-undangan
yang berlaku sehingga terselenggaranya otonomi daerah, dalam hal ini adalah
pemekaran wilayah.’

Pemekaran daerah adalah salah satu cara pembentukan daerah baru seperti
yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah Pada pasal 33 ayat (1) dinyatakan bahwa pemckaran daerah berupa
pemecahan daerah Iprovinsi atal.i (iaérah ka‘t.)ui)aieﬁ/kota'untuk_.menjadi dua daerah

atau lebih daerah baru atau penggabungan bagian daerah dari daerah yang

bersanding dalam satu daerah provinsi menjadi satu daerah, dapat disimpulkan

*Wulan Sundari, Badrizal, Fadlan Kalma. 2020. “Analisis Pemekaran Di Desa Tambak Tinggi
Pasca Pemekaran Desa Tambak Tinggi Kecamatan Depati Vii Terhadap Pembangunan
Infrastruktur”Jurnal Administrasi Nusantara Mahasiswa (Jan Maha).Vol. 2 (10). Hlm. 82

> Andik Wahyun Muqoyyidin. 2013. Pemekaran Wilayah dan Otonomi Daerah Pasca Reformasi di
Indonesia:Konsep, fakta Empiris dan Rekomendasi ke depan. Jurnal Konstitusi. Vol 10 (2). Hlm.
288-309



bahwa pemekaran daerah ialah salah satu cara untuk membentuk sebuah daerah
baru.*

Adapun untuk memekarkan suatu daerah baik itu provinsi maupun
kabupaten/kota dilakukan melalui tahapan daerah persiapan provinsi atau daerah
persiapan kabupaten/kota. Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 dalam pasal 39
ayat (2) menyatakan bahwa jangka waktu daerah persiapan yang akan dimekarkan
selama 3 (tiga) tahun, dengan tujuan agar nantinya daerah yang akan dimekarkan
ketika menjadi satu dae-i*a}‘;l;;rl.:ll l;;;;r-ﬁé;ar s1ap :.d.:.d:leim"mengurus dan mengatur
kepentingan daerahnya dan tidak membebani daerah induknya.’

Pemekaran tidak hanya dilakukan pada tingkat provinsi maupun
kabupaten/kota, melainkan pemekaran juga bisa dilakukan pada tingkat terendah
yaitu desa/nagari. Pada prinsipnya pemekaran desa/nagari dibenarkan oleh
Undang-Undang, selama alur pemekaran desa/nagari dilakukan sesuai dengan
prosedur atau mekanisme yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang yang
mengatur tentang desa. Pembentukan desa/nagari juga dimulai dari desa

persiapan. Desa/nagari persiapan dapat ditingkatkan statusnya dalam jangka satu

sampai tiga tahun sesuai dengan aturan yang berlaku Pemekaran desa/nagari

* Saeful Anwar. 2014. Pemekaran Wilayah Bone. Skripsi. UniversitasHasanuddin. Makasar. Hlm.
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> Herman Kumbuno Pemekaran Daerah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
Tentang Pemerintahan Daerah. 2017 https://www.neliti.com/publications/145878/pemekaran-
daerah-berdasarkan-undang-undang-nomor-23-tahun-2014-tentang-pemerinta diakses pada 18
Januari 2022



merupakan salah satu bentuk kegiatan penataan desa yang dilakukan oleh
pemerintah, pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota.’

Secara umum pemekaran daerah di Indonesia sering terkait dengan
retorika yang selalu menyebutkan alasan pemekaran wilayah ialah untuk
mendekatkan pemerintah dengan rakyat, dengan itu akan menguntungkan secara
ekonomis dan itu adalah kehendak rakyat untuk memiliki daerah sendiri.” Banyak
praktek pemekaran daerah baik it1_1 p.rovinsi, kabupaten/kota bahkan sampai
tingkat nagari/desa yan;g dlwarnal delngan ad.ér.l}.l.z:l:;ejziksi' pro (setuju) dan kontra
(tidak setuju) akan pemekaran daerah serta adanya tarik-menarik kepentingan
antara beberapa kelompok elit.

Berbagai strategi perjuangan dilakukan oleh para aktor atau elit politik
lokal untuk memperjuangkan argumennya dalam upaya pemekaran daerah seperti,
lobi politik yang bertujuan untuk membuat pencitraan seakan mereka peduli
terhadap pelayanan dan kesejahteraan publik dan mobilisasi massa, melalui
pembentukkan opini publik untuk meyakinkan masyarakat bahwa dengan
pemekaran daerah kesejahteraan masyarakat akan meningkat. Pada sisi lain,

tuntutan dan desakan-masyarakat yéng sangat kuat seiring dehgan perkembangan

reformasi adalah pemerintah membuka kesempatan seluas-luasnya kepada seluruh

®Fransiskus Vinsensius Pati Edang Loba. 2018. Pemekaran Desa (Studi Kasus Pemekaran Desa
Atuwa’lupang Kecamatan Buyasuri Kabupaten Lembata Provinsi NTT). Thesis. Sekolah Tinggi
Pembangunan Masyarakat Desa “APMD”. Yogyakarta. Him 6

7Agung Suharyanto, Armansyah Matondang, dan Syafruddin Ritonga. 2017. Persepsi Masyarakat
Kelurahan Tiga Balata Kecamatan Jorlang Hataran mengenai Usulan Pemekaran Kabupaten
Simalungun. Jurnal Pendidikan Ilmu-Iimu Sosial. Vol 9 (2). Hlm. 177-185



elemen dan unsur masyarakat untuk memprogramkan serta ikut mengawasi
pelaksanaan pembangunan nasional.®

Tri Ratnawati berpendapat bahwa, pemekaran daerah di Indonesia secara
besar-besaran diberlakukan sehingga berubah menjadi semacam “bisnis” atau
“industri”. Ia menambahkan pemekaran saat ini tidak sepenuhnya didasari oleh
pandangan-pandangan normatif teoritis seperti yang tersurat dalam peraturan
pemekaran daerah atau dalam teori-_teoﬁ desentralisasi yang dikemukakan oleh
banyak pakar yakni' untuk nllemngkatkan jkeséjahteraan masyarakat,
mengembangkan demokrasi lokal, memaksimalkan akses publik ke pemerintah,
mendekatkan pemerintah dengan rakyatnya, menyediakan pelayanan publik
sebaik dan seefisien mungkin. Tentu hal tersebut menunjukkan bahwa sebahagian
daerah hanya menjadikan pemekaran sebagai ladang atau objek untuk berbisnis
bahkan meraih kekuasaan oleh para elit lokal. Mereka akan meraih keuntungan
yang sebesar-besarnya sehingga substansi dari pemekaran yang seharusnya
dirasakan oleh masyarakat banyak pun tidak menemukan hasil. Di samping
banyaknya daerah yang telah berhasil dalam implementasi kebijakan pemekaran
daerah, maka acia juga be;t;e;aéa yan.g. ciijédikan euf(;ria semata untuk
mendongkrak popularitas.9

Sebenarnya banyak kajian yang telah dilakukan oleh para peneliti terkait
dengan isu pemekaran daerah misalnya, penelitian dari Suhardiman Syamsu yang

menemukan bahwa pemeckaran daerah Luwu Raya dijadikan sebagai isu

8Syam'suddirl Maldun. 2015. Analisis Implementasi kebijakan pemekaran daerah di kabupaten
mamuju utara. Seminar Nasional. Hlm 132-144

°Indah Permata Sari. 2021. Analisis Proses Perencanaan Pemekaran Daerah Kabupaten Agam
Menjadi Daerah Otonomi Baru. Skripsi. Universitas Andalas. Hlm 29-30



kampanye pemilihan gubernur Sulawesi Selatan. Hal tersebut sejalan dengan
konsep yang dijelaskan Tri Ratnawati di atas bahwa pemekaran hanya dijadikan
sebagai ladang bisnis untuk meraih keuntungan dalam memperebutkan kekuasaan.
Wacana pemekaran daerah tersebut menjadi manuever politik kampanye yang
bertujuan menarik keberpihakan suara elektoral. Perubahan konsep tata kelola
pemerintahan menjadi otonomi daerah tidak menjadikan upaya pemekaran daerah
menjadi mudah.'’ :

Pada dasarnya untuk r\;le::lakl.;l;an pem.e.l;a.r.ga.h:. il:'aru's memenuhi persyaratan
yang telah diatur oleh Undang-Undang. Pemekaran pada tingkat lokal nagari/desa
dalam buku Gusti Asnan “Kamus Sejarah Minangkabau” menjelaskan tentang
terbentuk suatu nagari apabila telah memiliki balai tempat musyawarah dan
penyelenggaraan pemerintahan, memiliki masjid tempat sholat dan kegiatan
keagamaan, memiliki jalan raya sebagai transportasi, memiliki gelanggang tempat
hiburan serta tempat mandi untuk sanitasi.'' Hal tersebut menjelaskan bahwa
pemekaran atau membentuk sebuah nagari/desa baru tidak hanya melengkapi
persyaratan secara administrasi menurut aturan yang berlaku, akan tetapi syarat
secara adat juga I.larus dilengl.(.af)i.: Pada ﬁa.ga:ri 'yang'sudali. melengkapi syarat
secara administrasi namun secara syarat adat tidak dilengkapi begitu juga
sebaliknya maka, pemekaran tersebut akan gagal dikarenakan tidak memenuhi

syarat terbentuknya nagari baru.

'°Suhardiman Syamsu, Reksa Burhan, Ade Irma Suryani Haliq. 2020. Pemekaran Daerah Luwu
Raya Sebagai Isu Kampanye Pemilihan Gubernur Sulawesi Selatan. Jurnal Sosial Politik. Vol 6
(2). Him 267-280

""Muhammad Salman Alfarizi. 2021. Nagari Sungai Asam dan Nagari Lubuk Pandan: Dua Nagari
Hasil Pemekaran Nagari Pekanbaru Di Kecamatan 2x11 Enam Lingkung Kabupaten Padang
Pariaman 2003-2013. Skripsi. Universitas Andalas



Penelitian mengenai pemekaran daerah sebagian besar membahas
keterlibatan elit dan konflik elit dalam proses pemekaran tanpa melihat dan
menelaah syarat dari pemekaran serta pemahaman elit terhadap regulasi dari
pemekaran. Para elit yang menjadikan isu pemekaran sebagai keuntungan untuk
memperebutkan kekuasaan menjadikan masyarakat buta terhadap keinginan elit
yang haus akan kepentingan individual.”” Orang-orang yang terlibat dalam
pemekaran daerah juga orang yang_hamsnya paham akan sistem regulasi dari
pemekaran tersebut. Kél‘j;lh s;ma ’a.r..l‘;ar .Bébe:..r.ai);.;'tizkéhblder sangat diperlukan

untuk menopang jalannya proses pemekaran. Persyaratan yang sesuai dengan

aturan baik secara Undang-Undang maupun adat harus terpenuhi sehingga

12Banyak penelitian membahas mengenai keterlibatan elit dan konflik elit dalam proses pemekaran
daerah. Hal ini dibuktikan dengan beberapa penelitian pertama, penelitian Aloysius Gunadi Brata
(2008), menjelaskan bahwa pemekaran di daerah Papua tidak terlepas dari kepentingan perusahaan
besar untuk mengeksploitasi kekayaan/lalam yang ada. Pemekaran di Papua tidak membawa
perbaikan bagi kesejahteraan masyarakat, namun dijadikan korporasi bisnis bagi elit untuk
kepentingan pribadi. Lebih lanjut lihat, Aloysius Gunadi Brata, 2008, Pemekaran Daerah di Papua:
Kesejahteraan Masyarakat vs. Kepentingan Elit. Alma Jaya Yogyakarta University. Kedua,
penelitian Neneng Sobibatu Rohmah (2018) menjelaskan bahwa terdapat dua kelompok besar elit
yang berkonflik dalam proses pembentukan provinsi Banten, yakni elit Banten dan elit Jawa Barat.
Keduanya sama-sama memiliki alasan dalam - mempertahankan kepentingannya untuk
memekarkan dan tidak dimekarkan provinsi Banten. Lebih lanjut lihat, Neneng Sobibatu Rohmah,
2018, Elit dan Pemekaran Daerah: Konflik | Antar ,Elit Dalam Proses Pembentukan Provinsi
Banten, Jurnal Ilmu Pemerintahan, Vol 4 (1)-Him:1-16. Ketiga, penelitian Bakri La Suhu dan
Abdul Gaffar Karim (2011) menjelaskan bahwa ada persaingan kepentingan dalam pemekaran
Kabupaten Kepulauan Obi Halmahera Selatan-Maluku Utara. Konspirasi terjadi karena
kepentingan ekonomi antara elit pro dan kontra terhadap pemekaran yaitu kepentingan guna
mempertahankan dan mengamankan usaha bisnis (kepentingan ekonomi) di wilayah Kepulauan
Obi. Lebih lanjut lihat Bakri La Suhu dan Abdul Gaffar Karim, 2011, Pemekaran Daerah: Pro-
Kontra dan Konspirasi (Studi tentang Konfigurasi Elit dalam Pemekaran Kabupaten Kepulauan
Obi Halmahera Selatan-Maluku Utara. Thesis. Universitas Gadjah Mada. Keempat penelitian
Darwis dan Budi Winarno (2012) menjelaskan bahwa isu-isu dikonstruksi menjadi konflik sosial
guna membangun basis dukungan yang fanatik dan radikal. Pemekaran daerah di Kabupaten
Morowali digunakan untuk pertarungan dalam merebut kekuasaan dan jabatan politik yaitu
pemilihan Gubernur Sulawesi Tengah dan pemilihan Bupati Morowali. Lebih lanjut lihat Darwis
dan Budi Winarno, 2012, Konflik Elit Politik Lokal dalam Pemekaran Daerah di Kabupaten
Morowali, Disertasi, Universitas Gadjah Mada. Dari keempat penelitian di atas dapat ditarik
kesimpulan bahwa keterlibatan elit dan konflik elit ikut mewarnai proses pemekaran daerah.
Sebagian besar pemekaran dimanfaatkan para elit untuk meraih keuntungan atau kepentingan
individual bahkan pemekaran dijadikan sebagai bisnis pribadi.



nantinya dampak dari pemekaran tersebut dapat dirasakan oleh masyarakat
setempat.

Penelitian ini mengkaji mengenai kegagalan pemekaran Nagari Persiapan
Koto Tinggi Maek menjadi nagari defenitif. Nagari Persiapan telah
mengupayakan pemekaran sejak tahun 2007 hingga pada tahun 2016
direalisasikan menjadi nagari persiapan setelah dikeluarkan Perbup (Peraturan
Bupati) Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan Nagari Persiapan Koto
Tinggi Maek Kecamatan Buk1klll3’a.r.1lsan. .. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2014 pasal 8 ayat 7 ialah desa persiapan dapat ditingkatkan statusnya
menjadi desa dalam jangka 1 (satu) tahun sampai 3 (tiga) tahun, peraturan ini
ditujukan selama menjadi daerah persiapan maka daerah @ tersebut harus
melengkapi syarat pemekaran sebuah daerah sesuai dengan aturan yang berlaku.
Setelah semua syarat dipenuhi maka daerah pemekaran yang awal mulanya daerah
persiapan akan didefinitifkan menjadi nagari baru. Menariknya Nagari Persiapan

Koto Tinggi Maek sudah memenuhi persyaratan baik menurut Undang-Undang

maupun secara adat, namun gagal menjadi nagari defenitif.
1.2 Rumusan Masalah

Seiring banyaknya daerah yang memilih untuk memekarkan diri dari
nagari induk, Nagari Persiapan Koto Tinggi Maek merupakan salah satu daerah
yang ingin memekarkan diri dari Nagari induk (Nagari Maek). Nagari Maek
merupakan nagari induk yang berada di Kecamatan Bukik Barisan, Kabupaten

Lima Puluh Kota. Luas Nagari Maek itu sendiri 122,06 Kilometer Persegi atau



41,49% dari luas wilayah Kecamatan Bukik Barisan. Nagari Maek berpenduduk
9.907 Jiwa (2018), yang terdiri dari 4.976 laki-laki dan 4.931 perempuan. Nagari
Maek terdiri dari 12 Jorong yakni; Koto Gadang, Sopan Tanah, Bungo Tanjung,
Aur Duri, Ampang Gadang I, Ampang Gadang II, Ronah, Sopan Gadang, Koto
Tinggi I, Koto Tinggi II, Koto Tinggi III, Nenan." Dari dua belas jorong tersebut,
ada tiga jorong yang ingin memekarkan diri dari nagari induk yaitu Jorong Koto
Tinggi I, Jorong Koto Tinggi II, dan Jorong Koto Tlnggl IIT yang bersatu untuk
dijadikan sebuah nagari. Terlepésl délrl itu ketlga Jorong tersebut sampai saat ini
belum menjadi nagari defenitif.

Untuk mempercepat proses pelayanan dan kesejahteraan dengan
memperhatikan laju perkembangan kemampuan ekonomi, sosial, budaya, politik,
jumlah penduduk, luas nagari dan pertimbangan yang lainya, maka sangat
diperlukan adanya pembentukan pemerintahan nagari yang baru di dalam Nagari
Maek, yaitu dengan dimekarkan Nagari Persiapan Koto Tinggi Maek.'
Pemekaran dilakukan tentu untuk kemaslahatan masyarakat terutama dari segi
pelayanan. Pemekaran sejatinya tidak hanya memisahkan diri dari nagari induk,
melainkan ada faktor' penyebé‘b ..da;ri pem.ek.ar:an' tersebut. D1 Nagari Persiapan

Koto Tinggi Maek ada beberapa faktor atau alasan untuk memekarkan Nagari

Persiapan Koto Tinggi Maek dari nagari induk (Nagari Maek) yaitu :

BAdmin  Palanta. Nagari Maek, Bukik Barisan, Kabupaten Lima Puluh Kota.
https://langgam.id/nagari-maek-bukik-barisan-kabupaten-limapuluh-kota/  (diakses pada 21
September)

“Panitia Pembentukan Nagari Koto Tinggi Maek (Permohonan Pembentukan Nagari Koto Tinggi
Macek Kecamatan Bukik Barisan Kabupaten Lima Puluh Kota). 2013
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Faktor Internal

Luas wilayah serta jumlah penduduk nagari induk adalah faktor
yang sangat mendukung untuk pemekaran nagari Koto Tinggi
Maek.

Masyarakat menginginkan pelayanan publik yang lebih baik dan
lebih mudah.

Pemekaran Nagari K(_)to.Tinggi Maek dilakukan dengan tujuan
untuk pembangunan Inaéa;i sehlngga terwujudnya pemerataan
pembangunan.

Pemekaran nagari juga untuk pemanfaatan SDM di nagari Koto
Tinggi Maek yang kebanyakan menganggur.

Pemekaran nagari diharapkan mampu mempercepat pertumbuhan
ekonomi penduduk setempat.

Penyerapan tenaga kerja secara lebih luas di sektor pemerintahan.
Faktor Eksternal, yang mendorong pemekaran Nagari Koto Tinggi
Maek juga terjadi dengan masukan dan dorongan dari pihak rantau
yané lebih kua.t. untuk dil.al;ul;an'ya p‘emeka;ran. Hal ini dapat
dijelaskan bahwa tentunya perantau menginginkan yang lebih baik
untuk nagarinya baik dari segi pembangunan maupun dari segi
kesejahteraan masyarakat di nagari, serta tidak dapat dipungkiri
bahwa orang rantau banyak yang ingin menjadi elit politik di

kampungnya. Tentu dengan adanya pemekaran akan
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memperbanyak Daerah Pemilihan (Dapil) yang menjadikan

peluang lebih besar untuk menjadi elit politik bagi orang rantau.'’

Tujuan dimekarkan Nagari Persiapan Koto Tinggi Macek ialah
menyalurkan aspirasi masyarakat yang sudah lama merencanakan pemekaran
Koto Tinggi Maek menjadi suatu nagari di Kecamatan Bukik Barisan,
mengoptimalkan pelayanan kepada masyarakat yang tinggal jauh dari pusat
pemerintahan sekarang ini, mgn_gembangka,n S_Ql_u.IHI} swadaya yang ada selama ini
belum begitu terkelola Aengan baik, dan yang sanga;c p..enting ialah menjadikan
kehidupan masyarakat Koto Tinggi yang lebih mandiri dengan nagari sendiri.
Sebenarnya upaya pemekaran Nagari Koto Tinggi sudah dilakukan sejak 2007,
namun sampai sekarang belum mekar. Berikut penjelasanya:

Upaya pertama dilakukan pada tahun 2007 yang pada saat itu ada beberapa
jorong yang akan dimekarkan, yaitu tigo sakato terdiri dari Sopan Tanah,
Bungo Tanjuang, Koto Godang, kemudian Pao Ruso terdiri atas jorong
Aua Duri, Ampang Gadang I, Ampang Gadang II, terakhir Koto tinggi
yang terdiri Jorong Koto Tinggi I, Koto Tinggi II, Koto Tinggi III.
Terkendala syarat yang tak kunjung dilengkapi ketiga bakal calon nagari
gagal membentuk Daerah Otonomi Baru.Selanjutnya pada tahun 2013
Pemekaran di Nagari Persiapan Koto Tinggi yang difasilitasi oleh masing-
masing jorong, jorong Koto Tinggi I, jorong Koto Tinggi II, dan Jorong
Koto Tinggi 11, Pada pemekaran yang kedua, ketiga-Wali Jorong harus
dapat memenuhi syarat dalam melakukan pemekaran Nagari. Namun,
tidak sampai dalam waktu 1 tahun ketiga wali jorong tidak menyanggupi
terkait persyaratan dalam pemekaran Nagari dan pada akhirnya Pemekaran
Nagari Koto Tinggi pun gagal. Tidak berhenti sampai disitu, pada Tahun
2014 mencoba kembali melakukan pemekaran Nagari Koto Tinggi dengan
mengubah strategi atau cara yaitu dengan mempersiapkan Pansus (Panitia
Khusus) pemekaran. Setelah Pansus terbentuk dan dana turun, panitia
tersebut langsung bergerak dalam mempersiapkan apa saja persyaratan
berdirinya nagari. Namun, setelah dana habis, persyaratan tak kunjung siap
dan akhirnya gagal kembali. Di tahun 2017 dilakukan pemekaran yang

“Rahmadia Arifah. 2019. Faktor Penyebab Pemekaran Nagari: Studi Kasus Nagari Koto Tinggi
Maek Kabupaten Lima Puluh Kota. Jurusan Ilmu Sosial dan llmu Politik (JISPOL). Vol. 9. ( 2),
Him. 147-148
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keempat kali nya dalam jangka waktu 3 tahun. pada tahun ini ada beberapa
kemajuan dalam memekarkan Koto Tinggi dibanding tahun-tahun
sebelumnya. Persyaratan satu demi satu sudah mulai dilengkapi sesuai
dengan Perbup Lima Puluh Kota Nomor 13 Tahun 2016 Tentang
Pembentukan Nagari Persiapan Koto Tinggi Maek Kecamatan Bukik
Barisan pada pasal 5. Hingga Koto Tinggi Mack pada saat itu sudah
sampai pada Nagari Persiapan atau binaan dan menuju Nagari defenitif.
Jorong Koto Tinggi dulu masuk kenagarian Maek, sekarang sudah
dinyatakan menjadi Nagari Persiapan baru di Lima Puluh Kota. Hal ini
dibuktikan dengan dilantiknya pejabat wali nagari persiapan oleh Bupati
Lima Puluh Kota. Pelantikan ini merupakan salah satu syarat terbentuk
nya nagari persiapan Koto Tinggi Maek menjadi sebuah nagari definitif
sesuai dengan SK Bupati Lima Puluh Kota Nomor 457 Tahun 2017."¢

Hal ini menjelaskan bahwa pemekaran Nagari. Persiapan Koto Tinggi
Maek sudah berlangsung dari tahun 2007 hingga sekarang. Adapun syarat
pemekaran Desa/Nagari berpedoman dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2014 tentang Desa dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017
tentang Penataan Desa serta lebih khususnya sudah berpedoman pada Peraturan
Bupati Lima Puluh Kota Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan Nagari
Persiapan Koto Tinggi Maek Kecamatan Bukik Barisan dalam pasal 4 dinyatakan
bahwa Nagari Persiapan dipimpin oleh wali nagari persiapan. oleh karena itu,
diterbitkanlah Surat Keputusan__B__up_ati Lima Puluh Kota Norzlor 457 Tahun 2017
tentang Pengangkataﬁ Pejabat Wali Nagari Persiaban Koto Tinggi Maek
Kecamatan Bukik Barisan. Dengan adanya pengangkatan wali nagari beserta
perangkat ini dapat mengoptimalkan pelayanan kepada masyarakat selain itu,
untuk melaporkan perkembangan pelaksanaan Nagari Persiapan secara berkala

kepada bupati melalui camat, dan nagari induk.

'® Wawancara dengan Datuak Kotiak Amas (Niniak Mamak), Pada 14 September 2021 di Jorong
Koto Tinggi I1I Maek, Nagari Maek, Kecamatan Bukik Barisan, Kabupaten Lima Puluh Kota.
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Dari penjelasan di atas, syarat pemekaran Nagari Persiapan Koto Tinggi
Maek sudah terpenuhi dan lengkap untuk menjadi nagari otonom. Namun, sampai
pada tingkat kabupaten ada syarat yang tidak sesuai yaitu mengenai tapal batas
nagari. Penetapan tapal batas nagari yang ingin mekar (Koto Tinggi Maek)
dengan nagari induk (Maek) sudah dilakukan, akan tetapi yang diminta adalah
tapal batas nagari induk dengan nagari sekitar. Oleh sebab itu nagari induk harus
mempunyai penetapan batas nagari maek, sehingga nagari persiapan Koto Tinggi
Mack bisa menjadi nag-arih‘d{e}eenit;f..: I’Sel.a;r.r.lla menjadl nagari persiapan penetapan
tapal batas nagari tersebut tidak kunjung dilengkapi dan baru dimulai tahun 2020.

Nagari Persiapan Koto Tinggi Maek sudah ditetapkan selama hampir 5
(lima) tahun sejak 2016 yang bertentangan dengan pasal 8 ayat (7) Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2014 sehingga tidak bisa ditetapkan menjadi nagari
defenitif dimana usia nagari persiapan minimal 1 (satu) tahun dan maksimal 3
(tiga) tahun untuk ditingkatkan statusnya menjadi nagari defenitif. Oleh sebab itu,
Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan Nagari Persiapan
Koto Tinggi Maek Kecamatan Bukik Barisan harus dicabut dan jika pemerintah
ingin melakukan p.emekaran Négériz Persial.)a.n kofo Tinggi 1\/iaek kembali, maka
harus dimulai dari awal.

Kegagalan proses pemekaran di Nagari Persiapan Koto Tinggi Maek ini,
menurut asumsi peneliti karena adanya kepentingan elit politik dalam proses
pemekaran di Nagari Persiapan Koto Tinggi Mack dimana penetapan batas nagari
tidak kunjung dikerjakan selama hampir 5 (tahun) menjadi nagari persiapan

sehingga menyebabkan gagal menjadi nagari defenitif. Selain itu, juga karena
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kapasitas jaringan elit yang tidak memadai. Kapasitas jaringan ini terkait dengan
kerja sama antar berbagai stakeholder untuk mendukung proses pemekaran
tersebut. Terlihat bahwa syarat yang dikumpulkan dari pihak nagari persiapan
sudah lengkap, namun ketika sampai pada kabupaten syarat tersebut menjadi tidak
lengkap dikarenakan penetapan batas nagari yang diminta tidak sesuai. Penelitian
ini melihat adanya kepentingan elit politik dalam proses pemekaran di Nagari
Persiapan Koto Tinggi Maek yang-hampir-5 (lima) tahun menjadi nagari
persiapan dan gagal meﬁj adi .n.agari defenitif.
Peneliti juga mendapatkan data bahwa kurang solidnya masyarakat Koto
Tinggi Maek dalam mengupayakan pemekaran nagari. Solidaritas yang dimaksud
ialah kekompakkan dari aktor-aktor pejuang dalam pemekaran yang tidak satu visi
dalam memekarkan nagari tersebut. Selain itu, faktor kekalahan suara bupati di
Nagari Maek seakan sengaja diperlambat dan pada akhirnya gagal menjadi nagari
defenitif. Hal tersebut peneliti dapatkan ketika mewawancarai salah satu Kepala
Jorong yang ada di Koto Tinggi yaitu Koto Tinggi Il Benhardi yang dikutip
dalam wawancara berikut:
Kurangnya kekompakaﬁ rﬁaéyarakat (elit lokal) Koto ;finggi Maek setelah
mendapatkan jabatan dalam mengupayakan pemekaran, bermula dari
setelah dilantik PJ Wali Nagari beserta perangkat nagari. Sebenarnya,
upaya pemekaran tentu dilakukan dengan kerja sama dan kekompakan tim
untuk berjuang dalam pembentukan nagari persiapan Koto Tinggi Maek
menuju definitif. Namun yang terjadi ialah adanya elit yang bermain
sendiri tanpa melibatkan orang-orang yang ada dalam tim. Laporan Nagari
Persiapan Koto Tinggi Maek tidak sampai ke Bupati, padahal sudah
diberikan kepada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa/Nagari

(DPMDN), namun tidak sampai kepada bupati. Adanya pihak kabupaten
yang tidak setuju Nagari Persiapan Koto Tinggi menjadi nagari defenitif.
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Tentu di dalamnya ada unsur atau permainan politik yang membuat Nagari
Persiapan Koto Tinggi gagal dalam membentuk nagari defenitif. '’

Masalah lain adalah tidak padunya elite di pemerintahan nagari dalam
mengupayakan proses pemekaran tersebut, juga menjadi salah satu penyebab
gagalnya pemekaran ini. Jelas terlihat bahwa adanya ketidakseriusan dan
kerjasama stakeholder dalam mengupayakan pemekaran Nagari Persiapan Koto
Tinggi Maek menjadi nagari defenitif.'® Melihat realita ini, maka penelitian ini

akan menjelaskan perfar{'}‘ia{a}l. apa. faktbr ﬁtaﬁiéa ';y'ang menyebabkan Nagari

Persiapan Koto Tinggi Maek gagal menjadi nagari definitif?
1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah dipaparkan di
atas, adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai
berikut yaitu untuk menjelaskan faktor-faktor yang menjadi penyebab Nagari

Persiapan Koto Tinggi Maek gagal menjadi nagari defenitif.
1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Penelitian ini  diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam

pengembangan ilmu pengetahuan khususnya terkait kegagalan pemekaran Nagari

7 Wawancara dengan Benhardi selaku Wali Jorong Koto Tinggi I1I pada tanggal 12 Januari 2022
di Banja Tongah, Koto Tinggi III

¥ Rahmat Sitepu. 2020. Wacana Nagari Persiapan Koto Tinggi Maek Terkendala Anggaran.
http://www.nusantaranews.net/2020/02/wacana-nagari-persiapan-koto-tinggi.html (diakses pada
tanggal 02 Maret)
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Persiapan Koto Tinggi Maek menjadi nagari defenitif berdasarkan kajian teori
Desentralisasi dengan indikator kapasitas jaringan dan menjadi bahan lanjutan
bagi peneliti berikutnya yang ingin mendalami masalah-masalah yang berkaitan

dengan kegagalan pemekaran daerah.

1.4.2 Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan sebagai rujukan
bagi publik mengenai fakeor' ll%eag'e{g;éﬁén ﬁéﬁek'éraﬁ' Nagari Persiapan Koto Tinggi
Mack menjadi nagari defenitif Selain itu penclitian ini dapat memperkaya dan

menambah wawasan serta dapat dijadikan referensi terhadap penelitian sejenis.



